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BABIV 
PENIJTIJP 
4.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebeJumnya, maka pada bab penutllp ini 
akan dikemukakan inti sari dan bab-bab terdahulu. Beberapa hal yang dapat 
disimpulkan, yaitu: 
a. 	 Dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasi\an alas BUMO tcrdapat 
perbedaan dengan badan usaha lainnya terutama badan usaha miliki swasta 
karena alasan kekhususan bentuk yang dimiliki oleh BUMD yang berhcda 
dengan badan usaha lainnya. Perbedaan itu menyangkut penentuan besarnya 
angsuran pajak setiap bulan bagi BUMD, yaitu ditentukan berdasarkan besarnya 
alokasi angsuran pajak yang telah dianggarkan dalam APBD tahun pajak "ang 
bersangkutan, tidak dapat melebihi atau kurang dari alokasi terscbut. 
b. 	 Hal ini berakibat pula pada proses penagihannya dalam hal BUMD Iidak 
memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pajaknya, dimana penagihan tcrsebut 
akan menyebabkan tagihan angsuran pajak menjadi meningkat maka BUMD 
mendapat penangguhan peningkatan besarnya angsuran pajak akibat adanya 
penagihan tersebut karena BUMD tidak dapat membayar mclebihi yang tclah 
dianggarkan dalam APBO tahun pajak yang bersangkutan. 
c. 	 Perbedaan perJakuan tersebut tidak berarti pelaksanaan pcmungutan raj:lk 
penghasilan atas BUMO tidak sesuai dan melanggar syarat-syarat pemungutan 
53 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI ... JN. TRI KRISTANTO W.W.
pajak karena Direktorat lenderal Pajak berpendapat bahwa penyeJesaian terhadap 
masalah yang timbul dalam pemungutan pajak penghasilan atas BUMD herkaitan 
dengan kekhususan bentuk dari BUMD ihl sendiri tidak terdapat pelangganll1 
terhadap syarat-syarat dalam pemungutan pajak. Artinya semua prosedur yang 
diterapkan tetap didasarkan pada ketentuan Undang-undang perpajakan. Dalam 
hal penangguhan peningkatan besarnya tidak berarti pembebasan kcwajihan 
BUMD terhadap peningkatan angsuran pajak tahun berjaJan, letapi penangguhan 
ini dilakukan dengan tujuan penyesuaian terhadap peraturan dan kekhusllsan 
bentuk badan usaha milik daerah itu sendiri, 
4.2. Saran 
a. 	 Fiskus dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan atas BUM!) 
hendaknya selalu menegakkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pcrpajakan 
dalam rangka penegakan hukum di hidang perpajakan demi meningkatkan dan 
mengamankan penerimaan negara dari sektor perp~jakan. 
b. 	 Agar BUMD sebagai salah satu w~jib p~iak badan lehih memngkatkan 
kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menjadi teladan 
bagi wajib pajak badan lainnya dan sekahgus mensukscskan pembangunan 
nasional. 
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